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 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa calon guru 
Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Sekolah Dasar terkait dengan 
pengembangan etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 
10 calon guru pendidikan sekolah dasar di Kota Cibiru, Bandung, Jawa Barat, dan 
10 calon guru pendidikan kewarganegaraan di Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga 
melakukan observasi dan dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan 
analisis interaktif, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa etika kewarganegaraan dalam kehidupan 
demokratis melibatkan rangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan 
keterlibatan aktif individu dalam proses demokrasi. Hal ini mencakup edukasi 
tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pelatihan dalam keterampilan 
berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, promosi nilai-nilai demokrasi 
seperti pluralisme dan toleransi, serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat 
dalam pengambilan keputusan publik. Dengan pendekatan ini, individu dapat 
lebih memahami, menghargai, dan mengambil bagian aktif dalam memperkuat 
demokrasi. Pengembangan potensi  partisipasi dalam kehidupan demokratis 
menjadi penting. 
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 Strengthening Civic Ethics in Democratic Life Through Pedagogical 
Competence. This study aims to explore how pre-service Civic Education and 
Elementary Education teachers engage with the development of civic ethics in 
democratic life. The research employed a descriptive method with a qualitative 
approach. Data were collected through interviews with 10 pre-service elementary 
education teachers in Cibiru City, Bandung, West Java, and 10 pre-service civic 
education teachers in Yogyakarta. In addition to interviews, the researcher 
conducted observations and document analysis. Data analysis utilized an 
interactive analysis approach, with data validity ensured through triangulation. The 
findings reveal that civic ethics in democratic life involve a series of steps and 
strategies to enhance individuals' active engagement in democratic processes. These 
include education on the rights and responsibilities of citizens, training in skills for 
participation in political and social life, promotion of democratic values such as 
pluralism and tolerance, and community empowerment to engage in public 
decision-making. Through this approach, individuals can better understand, 
appreciate, and actively participate in strengthening democracy. Developing the 
potential for participation in democratic life emerges as a critical focus. 
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Pendahuluan 

Banyak permasalahan utama yang memerlukan keterlibatan mengenai isu-isu dalam 

pengambilan keputusan demokratis mengenai masa depan (Zarestky & Vilen, 2023). Inovasi 

demokrasi telah digunakan untuk mengatasi peningkatan permintaan partisipatif dari warga 

negara (Butzlaff, 2022). Pemahaman yang ada mengenai partisipasi sering kali menunjukkan 

adanya perbedaan yang jelas antara non-partisipasi dan partisipasi aktif (Pitti et al., 2021). 

Keterlibatan dalam kehidupan demokrasi mengembangkan sikap partisipatif, di mana individu 

terlibat secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik (Dewi et al., 2024). 

Sistem pendidikan yang memungkinkan demokrasi yaitu pendidikan inklusif, relevansi, 

dan demokrasi (Sakız et al., 2022). Menyiapkan anak muda untuk aktif dalam sistem demokrasi 

melibatkan lebih dari sekadar mengingat fakta dan statistik secara mekanis  (Hillygus & 

Holbein, 2023). Demokrasi partisipatif mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun 

terakhir karena demokrasi partisipatif mengarah pada pemerintahan yang transparan melalui 

desentralisasi dan partisipasi warga negara (Malik & Nayak, 2021). Partisipasi demokratis harus 

menumbuhkan sikap kasih sayang pada anak usia dini (Shih, 2021). Untuk menciptakan 

perubahan sosial tanpa masukan, partisipasi demokratis bukan semata-mata masalah semantik 

namun dapat terjadi secara pragmatis  (Faber, 2003). 

Penelitian terdahulu tentang etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis telah 

menyelidiki berbagai aspek terkait, dengan fokus pada konsep budaya etika kewarganegaraan 

yang dikemukakan oleh Ilišin & Baketa (2023) serta dimensi etika kewarganegaraan dalam 

partisipasi politik yang dianalisis oleh Pham & Kaleja (2019). Aspek etika kewarganegaraan di 

era digital telah diperiksa oleh  Hidayah,Y (2020) sementara Halvorsen dan Annunziata (2024) 

menggali dinamika etika kewarganegaraan dalam konteks demokrasi perkotaan. State of the art 

dalam penelitian ini mencakup empat studi terdahulu yang masing-masing menyoroti aspek 

berbeda dari etika kewarganegaraan. Ilišin dan Baketa berfokus pada hubungan antara budaya 

etika kewarganegaraan dan keterlibatan politik individu, sedangkan Pham dan Kaleja 

menganalisis dampak teknologi dan urbanisasi terhadap pembentukan etika kewarganegaraan. 

Halvorsen dan Annunziata mengeksplorasi berbagai dimensi etika kewarganegaraan 

masyarakat dan teori-teorinya. Penelitian Hidayah, di sisi lain, memberikan kontribusi penting 

dengan mengeksplorasi bagaimana kompetensi pedagogis calon guru dapat memperkuat etika 

kewarganegaraan dan mendukung kehidupan demokratis. 

Berbeda dari studi sebelumnya yang menekankan budaya politik atau faktor eksternal, 

Hidayah mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyoroti peran pendidikan dalam 

membentuk etika kewarganegaraan, menawarkan perspektif baru yang menghubungkan 

pendidikan kewarganegaraan dengan keterlibatan demokratis secara etis. Hakikat sistem 

politik demokratis adalah sebuah sistem di mana kekuasaan dan keputusan politik dijalankan 

dan dipengaruhi oleh partisipasi aktif warga negara, umumnya melalui proses pemilihan umum 

yang bebas dan adil seperti yang dikatakan Barcinas & Fleener (2023) bahwa  pendidikan 

berperan dalam demokrasi modern dalam mendukung partisipasi masyarakat dan keterlibatan 

demokratis. Melihat fenomena jika dalam sistem politik demokratis, keputusan-keputusan 

politik dibuat dengan mempertimbangkan pendapat publik dan melalui proses pembuatan 

keputusan yang transparan dan akuntabel oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana pengembangan potensi  partisipasi dalam kehidupan demokratis  dari  
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calon guru mereka memiliki peran kunci dalam membentuk sikap dan pemahaman siswa 

terhadap prinsip-prinsip demokrasi. 

Penelitian ini fokus utama adalah bagaimana calon guru yang memiliki peran strategis 

dalam membentuk perspektif dan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dapat 

memperluas dan memperdalam potensi partisipasi siswa dalam kehidupan demokratis. 

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang holistik untuk mengembangkan tidak 

hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap partisipatif siswa dalam memahami, 

menghargai, dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Penelitian ini berkontribusi dalam keilmuan pendidikan keguruan yaitu memberikan 

pemahaman kepada calon guru untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran yang 

mendorong partisipasi siswa dalam kehidupan politik dan sosial seperti yang dikatakan Daniele 

et al.,(2022) bahwa pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat 

melalui intervensi pencegahan khusus dan melalui praktik pendidikan sehari-hari.  

Penguatan etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis melalui kompetensi 

pedagogis calon guru merupakan tujuan ideal dalam pendidikan kewarganegaraan. Secara 

teoritis, idealnya calon guru harus dilengkapi dengan keterampilan pedagogis yang memadai 

untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis di kalangan siswa, memfasilitasi pemahaman 

yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mempromosikan 

partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, secara de facto, terdapat berbagai 

kendala yang menghambat pencapaian tujuan ini. Banyak calon guru masih menghadapi 

kekurangan dalam pemahaman dan penerapan metode pedagogis yang efektif untuk 

mengajarkan etika kewarganegaraan.  

Subject-matter dalam etika kewarganegaraan atau penerapan metode pedagogis dalam 

pendidikan untuk membangun kesadaran siswa akan hak dan kewajiban sebagai warga negara 

yang bertanggung jawab. Penerapan etika ini melibatkan pembelajaran yang berfokus pada 

nilai-nilai keadilan, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Guru 

memiliki peran strategis dalam memfasilitasi diskusi tentang dilema etika, seperti bagaimana 

menyikapi ketidakadilan di kelas atau memperdebatkan isu-isu terkait hak asasi manusia dan 

kewarganegaraan. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori kewarganegaraan 

tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan moral untuk membuat keputusan 

etis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang 

mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks lokal maupun 

global. 

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan sering kali tidak mencakup strategi praktis 

yang memadai untuk membentuk etika demokratis, dan pelatihan guru sering kali kurang 

menekankan pada pengembangan keterampilan yang spesifik untuk menginternalisasi nilai-

nilai demokrasi dalam pengajaran. Akibatnya, meskipun ada teori yang kuat tentang pentingnya 

kompetensi pedagogis dalam penguatan etika kewarganegaraan, implementasinya seringkali 

tidak sesuai dengan harapan, dan calon guru mungkin tidak sepenuhnya siap untuk memenuhi 

peran mereka dalam mendukung kehidupan demokratis secara efektif. 

Penelitian ini sangat penting karena mengisi kekosongan signifikan dalam literatur 

pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks penguatan etika kewarganegaraan 

melalui kompetensi pedagogis calon guru. Meskipun terdapat konsensus teoritis tentang 

pentingnya etika kewarganegaraan dan peran guru dalam pendidikan demokratis, 
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implementasi nyata sering kali tidak memenuhi standar ideal yang diharapkan. Saat ini, banyak 

calon guru menghadapi tantangan dalam menerapkan metode pedagogis yang efektif untuk 

membentuk sikap demokratis di kalangan siswa. Penelitian ini mendalami bagaimana calon 

guru dapat dioptimalkan untuk mendukung etika kewarganegaraan dan partisipasi demokratis, 

memberikan wawasan praktis dan teoritis yang dapat memperbaiki kurikulum pendidikan 

kewarganegaraan dan pelatihan guru. Dengan memperjelas dan menilai hubungan antara 

kompetensi pedagogis dan penguatan etika kewarganegaraan, penelitian ini menawarkan solusi 

konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan memastikan bahwa 

guru siap untuk membentuk generasi mendatang yang aktif dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan demokratis. 

Metode 

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berfokus 

pada penguatan etika kewarganegaraan melalui kompetensi pedagogis calon guru. Data 

dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan 20 calon guru yang terdiri dari 10 di Kota 

Cibiru Bandung dan 10 di Yogyakarta. Upaya tersebut untuk mengeksplorasi bagaimana mereka 

memahami, menginternalisasi, dan merencanakan pendidikan etika kewarganegaraan dalam 

konteks kehidupan demokratis. Tahapan penelitian mencakup identifikasi masalah, 

perancangan kerangka penelitian, pengumpulan data kualitatif, analisis data, dan interpretasi 

temuan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan 

fokus pada bagaimana kompetensi pedagogis guru berkontribusi terhadap penguatan etika 

kewarganegaraan. Penelitian ini mencakup dua aspek utama: etika kewarganegaraan (hak dan 

kewajiban warga negara, partisipasi politik dan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan pemberdayaan 

masyarakat) serta partisipasi dalam kehidupan demokratis (pemilihan umum, organisasi sipil, 

diskusi, kampanye, dan keputusan lokal).  

Hasil dan pembahasan 

Berdasarkan tujuan penelitian, disajikan indikator penelitian yang meliputi  edukasi 

tentang hak sebagai warga negara, Edukasi tentang kewajiban sebagai warga negara, pelatihan 

dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, promosi nilai-nilai 

demokrasi seperti pluralisme dan toleransi, pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan publik.   

Selain itu, data menunjukkan bahwa calon guru menggunakan skenario simulasi yang 

mencerminkan situasi kehidupan nyata, seperti pengambilan keputusan dalam konteks 

pemilihan umum atau penyelesaian konflik sosial. Keputusan moral dalam konteks ini 

dihasilkan melalui analisis mendalam terhadap situasi yang melibatkan pertimbangan nilai-

nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, yang kemudian diterjemahkan 

ke dalam strategi pedagogis yang mendukung pembentukan sikap dan perilaku demokratis di 

kalangan siswa. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa calon guru, baik dari program studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD), terpapar pada simulasi yang menantang mereka untuk mengambil keputusan dalam 

skenario kehidupan nyata, seperti pengambilan keputusan terkait pemilihan umum atau 

penyelesaian konflik sosial. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan mahasiswa Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPI yang menyatakan tentang integrasi situasi kehidupan nyata  
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“Simulasi seperti itu sangat berguna untuk kami, terutama dalam mengembangkan 

kemampuan mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga 

berdasarkan situasi nyata. Misalnya, ketika kami diminta untuk menyelesaikan 

konflik sosial dalam simulasi, kami diajarkan untuk mempertimbangkan berbagai 

faktor, seperti keadilan, empati, dan dampak keputusan terhadap masyarakat. Ini 

mengajarkan kami untuk tidak hanya mengutamakan teori, tetapi juga untuk 

melihat konteks sosial yang lebih luas”  

Pemahaman calon guru pendidikan sekolah dasar dan calon guru Pendidikan 

Kewarganegaraan menunjukan gambaran yang komperehensif tentang  pengembangan potensi  

partisipasi dalam kehidupan demokratis. Pemahaman mereka adalah berbeda  dalam setiap 

indikatornya. Etika kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis, mencerminkan 

pendekatan dan fokus yang berbeda terhadap penerapan konsep-konsep demokrasi dalam 

konteks pendidikan.  

Sehubungan dengan hal itu, Menurut Österman & Robinson (2022) ilmu politik 

mengakui pentingnya pendidikan dalam mengembangkan dukungan terhadap demokrasi dan 

dalam proses demokratisasi. Selain itu, Riesch et al (2021) menyoroti penggunaan bahasa dalam 

aktivitas demokrasi menyatakan bahwa bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan 

keprihatinan oleh gerakan sosial merupakan sebagai upaya membangun identitas kolektif 

dalam mengembangkan kesadaran politik masyarakat, memfasilitasi ekspresi publik terhadap 

isu-isu sosial dan politik, serta memperkuat solidaritas dan partisipasi aktif dalam proses 

demokratis.  

Kuş (2024) menyatakan bahwa  pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting 

dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan generasi mendatang dengan mengedepankan 

nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Dalam hal ini, edukasi tentang hak sebagai warga negara 

merupakan kesadaran kewarganegaraan yang  meliputi hak-hak seperti hak untuk memilih dan 

dipilih dalam pemilihan umum, hak atas keadilan dalam sistem hukum, dan hak untuk 

mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Selanjutnya indikator tentang 

edukasi tentang kewajiban sebagai warga negara adalah aspek penting dalam membangun 

komitmen dan tanggung jawab individu terhadap kehidupan bersama dalam masyarakat. 

Darling-Hammond & McGuire (2023) berpendapat bahwa dalam mempersiapkan generasi 

muda untuk menjadi warga negara memerlukan perubahan signifikan. Kemudian Hsu et al 

(2021) menyatakan bahwa tanggung jawab sipil dalam keterlibatan masyarakat sipil mediasi 

pembelajaran kewarganegaraan dan ekspresi kewarganegaraan. Jika dikaitkan dengan edukasi 

tentang kewajiban sebagai warga negara, hal ini menjadi pemahaman tentang tanggung jawab 

moral, hukum, dan sosial yang harus dipenuhi setiap warga negara terhadap negara dan 

sesamanya. Kewajiban-kewajiban ini mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan politik 

dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, mematuhi hukum dan peraturan yang 

berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong.  

Indikator pelatihan dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan 

sosial merupakan langkah penting dalam mempersiapkan individu untuk terlibat secara aktif 

dan efektif dalam proses demokratis. Wilf et al (2022) menyatakan bahwa dalam  warga negara 

ialah mengidentifikasi dengan menggunakan refleksi kritis untuk mengubah budaya dan 

pikiran, menavigasi dan memanfaatkan berbagai identitas, dan membangun kemanjuran politik 

kolektif. kemudian O’Reilly (2022)menyampaikan jika  dalam masalah politik kondisi 

kehidupan merupakan aksi sosial yang tidak hanya menekankan pada pemahaman tentang 
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struktur dan mekanisme politik, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi. 

Berkaitan dengan pelatihan dalam keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan politik tentu 

saja ini menjadi  cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, membangun jaringan yang kuat, 

dan menggunakan alat-alat partisipasi seperti diskusi, debat, atau kampanye dengan efektif. 

Promosi nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan toleransi memiliki peran sentral 

dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Cheng et al (2023) menyatakan jika 

masyarakat yang inklusif adalah bagian penting dari pembangunan manusia yang semakin 

berkelanjutan dan keharmonisan masyarakat. Dalam hal pluralisme maka ini mengacu pada 

pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan politik di dalam sebuah 

masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Porter (2021) bahwa masyarakat menawarkan semacam 

ensiklik sosial yang buka hanya  tentang etika sosial, melainkan sebuah risalah tentang teologi 

moral yang dipertimbangkan secara komprehensif. Di sisi lain, toleransi melibatkan sikap 

terbuka dan penerimaan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik yang berbeda dari yang 

kita miliki sendiri. Edukasi dan promosi aktif terhadap nilai-nilai ini tidak hanya membantu 

membangun kehidupan sosial yang damai dan berdampingan, tetapi juga mengurangi konflik 

antarkelompok serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial.  

Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik 

merupakan strategi penting dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Gupta 

(2022) menjelaskan bahwa Covid-19 memberikan pelajaran bahwa di masa depan kita tidak bisa 

mengandalkan negara kesejahteraan untuk menangani wabah atau bencana alam terdapat  

kebutuhan mendesak untuk melibatkan masyarakat partisipatif dan berbagai pemangku 

kepentingan dalam usaha kesejahteraan di masa depan. Secara  konkrit Bohmer et al., (2020) 

memberikan cara untuk mengorganisir dan memberi penghargaan pada masyarakat  dalam 

mendistribusikan partisipasinya ialah dengan merangsang diskusi mengenai solusi, dan tidak 

bias gender dalam masyarakat masa depan dengan perekonomian sosialis yang partisipatif. 

Konsep ini mengacu pada upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses 

yang diperlukan kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam proses 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan ini mencakup 

pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara untuk mengakses 

informasi dan berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau konsultasi publik. 

Temuan selanjutnya ialah dari indikator partisipasi dalam kehidupan demokratis 

meliputi  pemilihan umum, partisipasi dalam organisasi sipil,partisipasi dalam diskusi dan 

debat, kegiatan kampanye dan advokasi, partisipasi dalam proses keputusan lokal. Dalam hal 

ini, Peneliti fokus pada variabel dari etika kewarganegaraan yang dikembangangkan dalam 

komponen Partisipasi dalam kehidupan demokratis yaitu  pemilihan umum, partisipasi dalam 

organisasi sipil, partisipasi dalam diskusi dan debat,kegiatan kampanye dan advokasi partisipasi 

dalam proses keputusan.  Pentingnya proses demokratisasi dalam suatu negara tercermin dalam 

pelaksanaan pemilihan umum yang adil, transparan, dan partisipatif. Dalam  keterlibatan 

politik terdapat beberapa bentuk partisipasi instrumental yang merupakan salah satu 

mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memberikan hak suara kepada warga negara. 

Pemilihan umum yang adil, transparan, dan partisipatif memiliki berbagai  indikator ini 

mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan logistik dan administratif yang baik, pendidikan 

pemilih, hingga keadilan dalam peraturan dan prosedur pemilu (Dipoppa & Grossman, 2020) 

Secara lebih lanjut, Ridge-Newman (2020) menyampaikan jika mode keterlibatan masyarakat 

dalam  partisipasi politik mengikuti bagaimana perkembangan teknokultural yang lebih luas 
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berdampak pada keterlibatan politik antara pemilu.  Selain itu, pemilihan umum yang berhasil 

juga mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dari berbagai segmen masyarakat, 

menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam proses politik negara mereka. 

Partisipasi dalam organisasi sipil memainkan peran kunci dalam memperkuat 

masyarakat sipil dan membangun demokrasi yang inklusif. Organisasi sipil atau non-

pemerintah (NGO) sering kali menjadi platform bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mereka. Meskipun jumlah pemilih meningkat secara 

dramatis namun golput yang terjadi didorong oleh rendahnya tingkat kepentingan politik 

umum dan kecanggihan politik khusus (Schäfer, 2021), Dalam partisipasi sipil dan politik 

muncul kesenjangan yaitu ketika mendokumentasikan motivasi dan bentuk spesifik partisipasi, 

serta implikasinya terhadap keterlibatan selanjutnya (Kwan, 2021). Dalam hal ini, melalui 

organisasi organisasi sipil individu dapat mengartikulasikan kepentingan bersama, 

mengadvokasi perubahan sosial atau kebijakan publik, serta mengawasi kinerja pemerintah dan 

lembaga-lembaga publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.  

Partisipasi dalam diskusi dan debat merupakan sarana penting dalam memperkuat 

demokrasi dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta komunikasi publik. Melalui 

diskusi dan debat, individu dapat secara aktif mengemukakan pandangan, mempertimbangkan 

argumen dari berbagai sudut pandang, dan mencari solusi atas isu-isu kompleks yang dihadapi 

oleh masyarakat. Relevansi lanjutan dari teori pemilu merupakan prediktor paling ampuh 

dalam menentukan perolehan dan kekalahan pemilu dalam pemilu (Ehin & Talving, 2021). 

Perilaku memilih berasal dari keyakinan bahwa keterikatan sosial dan akar ke dalam lingkungan 

sosial dan komunitas lokal penting bagi biaya keikutsertaan dalam pemilu lokal dan biaya untuk 

memutuskan apakah akan berpartisipasi  (Markowski et al., 2023). Partisipasi dalam diskusi dan 

debat juga mengajarkan keterampilan membangun argumen yang kuat, mendengarkan dengan 

empati, serta berkolaborasi untuk mencapai konsensus atau pemecahan masalah bersama.  

Kegiatan kampanye dan advokasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini 

publik, memobilisasi dukungan, dan mendorong perubahan sosial atau kebijakan di berbagai 

tingkatan masyarakat. Kampanye umumnya digunakan untuk mengedukasi dan menggalang 

dukungan dari publik terkait isu-isu penting, baik itu kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau 

hak asasi manusia. Evaluasi integritas pemilu sangat bervariasi dan menyoroti bahwa 

pertanyaan mengenai integritas pemilu lebih bersifat lokal dibandingkan tersebar luas, dan 

meskipun terdapat dampak yang signifikan dari efek pemenang/kalah (Fisher & Sällberg, 2020). 

Kampanye sering kali melibatkan berbagai strategi komunikasi, mulai dari media sosial, 

kampanye daring, sampai demonstrasi publik. Sementara itu, advokasi fokus pada upaya untuk 

mempengaruhi kebijakan publik atau praktik-praktik korporasi dengan mengumpulkan bukti, 

mengoordinasikan koalisi, dan menyampaikan argumen yang kuat kepada pembuat kebijakan 

atau pemangku kepentingan lainnya.  

Partisipasi dalam proses keputusan lokal adalah aspek penting dalam memperkuat 

demokrasi yang berbasis pada partisipasi publik. Melalui partisipasi ini, warga dapat berperan 

aktif dalam menentukan kebijakan dan program yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari 

mereka di tingkat lokal Safa’at (2021) menjelaskan jika dalam pemilu kandidat tunggal 

meningkat karena menjadi cara yang lebih mudah dan murah untuk memastikan kemenangan. 

Partisipasi dalam proses keputusan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menghadiri 

pertemuan komunitas, memberikan masukan dalam konsultasi publik, atau bergabung dalam 

forum-forum partisipatif yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dengan terlibat dalam proses 
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ini, warga tidak hanya dapat menyuarakan kepentingan mereka, tetapi juga berkontribusi 

dalam menyusun solusi yang lebih baik atas berbagai masalah lokal yang dihadapi, seperti 

infrastruktur, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. 

 

Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan etika 
kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis memerlukan strategi yang terintegrasi untuk 
meningkatkan keterlibatan aktif individu, khususnya di kalangan calon guru. Temuan dalam 
penelitian ini pendekatan holistik dalam pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap partisipatif, sangat penting untuk membentuk perspektif 
dan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Calon guru, sebagai agen 
perubahan, memiliki peran strategis dalam menerapkan metode pembelajaran yang tidak hanya 
menanamkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi 
dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi 
teoritis dalam bidang pendidikan keguruan dengan menawarkan wawasan tentang kompetensi 
pedagogis yang dapat diterjemahkan menjadi praktik pendidikan yang efektif untuk 
memperkuat etika kewarganegaraan dan keterlibatan demokratis di kalangan siswa. 
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